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ABSTRAK 

 

Hak ijbār adalah hak kuasa seorang wali (bapak) untuk memaksa anak 

perempuan dibawah perwaliannya untuk menikah dengan seorang laki-laki tanpa 

dimintai persetujuan lebih dahulu. Maka dengan adanya konsep hak ijbār ini 

dimungkinkan banyak anak yang dipaksa menikah oleh orangtuanya karena 

berbagai alasan diantaranya faktor ekonomi, cepat ingin cucu, padahal ketika 

dilihat dari usia nikah, mereka belum cukup umur. Imām asy-Syāfi‟ī adalah salah 

satu ulama‟ dari keempat mazhab yang lain, bahkan corak mazhabnya telah 

mempengaruhi wajah Indonesia artinya bahwa penduduk Indonesia mayoritas 

penganut mazhab Syāfi‟ī tentu sedikit banyak pemikiran beliau akan 

mempengaruhi pola pikir pengikutnya.  Dari problem di atas, muncul pertanyaan 

bagaimana pemikiran dan argumen beliau terkait hak ijbār wali dalam pernikahan 

dan bagaimana relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan 

Islam Indonesia tentu hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. 

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian pustaka 

(library research) yaitu suatu penelitian yang memafaatkan perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini bersifat diskriptif-analitis yaitu 

penyusun berusaha mendiskripsikan hak ijbār menurut pandangan Imām asy-

Syāfi‟ī dan Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia, kemudian 

dianalisis dengan meng-kontekstualisasi-kan sesuai fenomena dan perkembangan 

zaman dewasa ini. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan dalam 

penelitian ini adalah normatif-yuridis yaitu suatu pendekatan masalah dengan 

melihat konsep nash dan konsep Perundang-undangan Perkawinan Islam di 

Indonesia dan menyesuaikan dengan Maqāsid asy-Syarīah terkait hak ijbār. 

Berdasarkan dari hasil analisis pembahasan, maka Imām asy-Syāfi‟ī 

memberlakukan secara tegas tentang hak ijbār artinya orang tua (ayah dan kakek) 

berhak memaksa (punya ijbār) terhadap anak perempuannya atau orang yang 

berada di bawah perwaliannya untuk menikah baik wanita itu gadis belum dewasa 

maupun gadis dewasa. Sedangkan untuk perkawinan seorang janda, maka harus 

ada izin tegas dari yang bersangkutan. Lain halnya dengan konsep Perundang-

undangan Perkawinan Islam Indonesia, bahwasanya dalam sebuah perkawinan 

tidak mengakui adanya unsur paksaan (ijbār), hal ini terlihat jelas dalam 

ketentuan pasal 16 ayat 1 KHI dan pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan 

calon mempelai. Jika ada unsur paksaan maka perkawinan tidak bisa di 

langsungkan atau bisa dibatalkan. Maka relevansi dan kontekstualisasinya dari 

kedua pendapat di atas adalah untuk kebaikan dan maslahah kehidupan rumah 

tangganya, menghindari unsur-unsur yang bisa memicu pada ketidak-harmonisan 

rumah tangga yang akhirnya memicu terhadap perceraian, sehingga dari kedua 

pendapat di atas kenapa harus ada batasan umur menikah. Selain itu Indonesia 

telah mempunyai aturan tentang perkawinan sendiri yang ini dirasa lebih relevan 

dan maslahah untuk perkembangan masyarakat saat ini. Sehingga Ketika hak ijbār 

ini diterapkan di Indonesia, maka tidak relevan lagi mengingat sosio-kultural 

masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Arab atau dimana kehidupan 

Imām asy-Syāfi‟ī pada waktu itu. 
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  MOTTO   

 

درجت اوتواالعلم والّذين منكم امنوا الّذين الله يزفع

 

“Janganlah merasa sombong, engkau bisa menjadi orang besar dan 

sukses bukan semata-mata karena kecerdasan yang kamu miliki, akan 

tetapi ada orang-orang disekelilingmu yang tulus ikhlas 

mendo’akanmu (ibu)” 
 

“Sakit hati itu adalah pemberitahuan untuk memperbaiki diri, jadi 

pelajarilah setiap kali anda sakit hati” 

“Mario Teguh” 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

 

Huruf Latin 

 

 

N  a  m  a 

 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

Alif 

bâ‟ 

tâ‟ 

sâ‟ 

jim 

hâ‟ 

khâ‟ 

dâl 

zâl 

râ‟ 

zai 

sin 

syin 

Sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mim 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ź 

r 

z 

s 

sy 

ş 

ḍ 

ţ 

ȥ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 
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 ن

 و

  هـ

 ء

 ي

nûn 

wāwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

n 

w 

h 

` 

y 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 متعّددة

 

 عدّة

ditulis 
 

ditulis 

muta`addidah 

`iddah 

 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة

 عهة

ditulis 
 

ditulis 

hikmah 

`illah 

 
(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 `ditulis karâmah al-aûliyâ كرامة الأونيبء

 
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 

 ditulis zakâh al-fitri زكبة انفطر
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IV. Vokal Pendek 
 

 َ

 فعم

 ِ

 ذكر

 ُ

 يرهب

fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa‟ala 

i 

zukira 

u 

yazhabu 

 

V. Vokal Panjang 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fathah + alif 

 جبههية

fathah + yâ‟ mati 

 تىسى

kasrah + yâ‟ mati 

 كـريم

dammah + wawû mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

â  

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

ī 

karîm 

û 

furûdl 

 

VI. Vokal Rangkap 
 

1 

 

fathah + yâ‟ mati 

 بيىكم

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 
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2 fathah + waû mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

aû 

qaûl 

 

 

VII. Vokal  Pendek  yang  berurutan  dalam   satu   kata   dipisahkan   

dengan apostrof 

 

 أأوتم

 أعدت

 نئه شكرتم

ditulis 
 

ditulis 
 

ditulis 

A’antum 

U’iddat 
 

La’in syakartum 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 

 انقرآن

 انقيبس

ditulis 
 

ditulis 

al-Qur`ân 

al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 انسمآء

 انشمس

ditulis 
 

ditulis 

as-Samâ` 

asy-Syams 
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوي انفروض

 أهم انسىة

ditulis 
 

ditulis 

zawi al-furûdl 

ahl as-sunnah 
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،
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Syariat Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk saling tolong-

menolong, membantu satu sama yang lain artinya bahwa manusia tidak bisa 

hidup tanpa bantuan orang lain (makhluk sosial). Hal tersebut dalam rangka 

agar keutuhan manusia di muka bumi bisa terjaga, agar tidak bercerai-berai 

diantara golongan. Dalam rangka itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu 

yang ada ini berjodoh-jodoh,
1
 ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada 

bumi ada langit ada pria ada juga wanita. Terkait dengan hal tersebut, Allah 

SWT berfirman : 

 

2

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
3
 Dalam agama Islam, pernikahan tidak hanya sekedar ikatan atau 

                                                           
1
 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk). 

(Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 11. 

 
2
 Asy-Syūrā (42): 11. 

 
3
 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. 
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transaksi biasa, akan tetapi lebih dari itu yakni memiliki nilai ibadah
4
, 

sehingga pernikahan diproklamasikan sebagai akad atau perjanjian yang kuat, 

kokoh, perjanjian yang suci (Miśāqan Galīza).
5
 Menurut Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau Miśāqan Galīza, untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
6
 

Menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa 

ketenteraman serta kasih-sayang dengan cara yang di ridhai Allah SWT.
7
 

Islam mensyariatkan perkawinan bukan hanya kepada orang yang mampu 

secara ekonomi semata, akan tetapi lebih dari itu dalam artian sudah 

memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. Sehingga dari sini diharapkan sebuah perkawinan 

membawa dampak positif dan memberikan keberkahan dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga, serta tujuan perkawinan yang paling besar dan 

                                                           
4
 Ibadah disini tidak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti berhubungan 

suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak 

kehidupan. Lih. juga buku  Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1992), hlm. 4. 

 
5
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2004),  hlm. 24. 

 
6
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. 

 
      

7
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 

14. Lihat juga, Zakiah Derajad, Ilmu Fiqh. Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 

hlm. 37. 
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substantif bisa tercapai yakni membentuk keluarga sakinah, mawadah wa 

rahmah dalam rangka ibadah kepada Allah.
8
  

Menurut Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum 

Perkawinan paling tidak ada lima tujuan umum perkawinan, yakni: (1) 

memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, 

mawaddah wa rahmah), sebagai tujuan pokok dan utama, (2) reproduksi, (3) 

pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan, (5) ibadah.
9
 

Sebagaimana firman Allah : 

 

10
 

Kesejahteraan keluarga lahir batin
11

 tentu sebagai tujuan utama yang 

harus dicapai dan dibentuk oleh sebuah rumah tangga dari suatu proses 

perkawinan.
12

 Namun dalam realitanya hal ini sangat sulit diwujudkan, 

bahkan mustahil jika sebuah keluarga tanpa ada percekcokan. Sehingga hal 

                                                           
       

8
 Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 

hlm. 4. 

 
9
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2004), hlm. 38. 

 
10

 Ar-Rūm (30): 21. 

 
11

 Cukup sandang pangan, hubungan baik antara seluruh keluarga, anak-anak terdidik, 

dan kidmat dengan sebuah rumah yang cukup menjamin kesejahteraan dan keamanan serta ada 

sumber keuangan untuk keperluan hidup sehari-hari yang menyangkut kebutuhan jasmaniah 

maupun rohaniah. Lihat juga Aisyah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan 

Agama Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 31. 

 
12

 Aisyah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam 

Rumah Tangga, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 31. 
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tersebut sebisa mungkin harus dihindari, bisa jadi percekcokan tersebut akan 

memicu pada perceraian. Karena tidak ada sesuatu yang halal tetapi dibenci 

Allah daripada talaq. Sebagaimana hadīs nabi: 

 

 13

 

Dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia harus di 

pikirkan secara matang dalam memutuskan sebuah pilihan mulai dari 

memilih pasangan, kafa’ah maupun masalah-masalah lainnya jangan sampai 

ada intervensi dari orang lain termasuk orang tua (ayah) karena hal ini sangat 

rentan bagi seorang perempuan.  

Kafa’ah bukan merupakan syarat pernikahan, jadi secara implisit 

kafa’ah tidak akan menjadi halangan dilangsungkannya suatu pernikahan, 

karena yang demikian itu, wanita dan para walinya mempunyai hak. Oleh 

karena itu, wajar sekali jika ada seorang bapak yang akan menikahkan 

puterinya dengan laki-laki pilihan bapaknya dengan tujuan laki-laki tersebut 

akan mengangkat dirinya dari kehinaan melalui anak perempuannya. Namun 

jika perempuan itu tidak setuju, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

akad nikah itu batal atau tidak.  

Terkait fenomena di atas para fuqaha’ berbeda pendapat, sebagaimana 

Imām asy-Syāfi‟ī berpendapat bahwa akad nikah tersebut tetap sah, beliau 

                                                           
13

 Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Juz II:226. Hadīs No. 2178. 

Kitab at-Talaq. Bab “ fi al-Karahiyati at-Talaq”. Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmi‟ah, 2009), Hadis No. 2018 di riwayatkan dari Kasir bin „Ubaid al-Himsi dari Muhammad bin 

Kholid dari Ubaidillah ibn Walid al-Wasofi dari Muharib ibn Disar dari Abdillah bin Umar, 

II:505. 
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berdasarkan dalil bahwa pernah ada seorang wanita melapor kepada nabi 

SAW bahwa ayahnya telah menikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu’. 

Lalu nabi memberikan pilihan kepadanya dan tidak membatalkan pernikahan 

tersebut yang pada akhirnya  akad terjadi karena adanya izin, dan kekurangan 

yang ada di dalamnya tidak menghalangi sahnya nikah.
14

 Dalam 

perkembangannya, keterlibatan orang tua dalam pernikahan memang belum 

ada rumusan yang jelas di kalangan para ulama‟ mazhab, termasuk Imām asy-

Syāfi‟ī sendiri sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara 

para ulama‟ tersebut. 

Wali memang harus ada dalam sebuah pernikahan, tanpa keberadaan 

wali maka pernikahan dianggap tidak ada atau batal.
15

 Sebagaimana sabda 

nabi: 

16 

Namun disisi lain, wali juga dilarang untuk menghalangi suatu 

pernikahan. Sebagaimana Firman Allah SWT: 

 

 

                                                           
14

 Pendapat Imām asy-Syāfi‟ī dan Imām Malik. lihat buku Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh 

Keluarga, alih bahasa M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 35. 

 
15

 Asy-Syāfi‟ī, Al-Umm, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi‟ah, 1993), V:22. 

 
16

 Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Bab “fi al wali” Hadīs No 

2085. II:192-193. Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Bab “Ma Ja‟a la 

Nikaha Ila bi Waliyin” Hadīs No.1103. II:351. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmi‟ah, 2009), Hadīs No.1880. II:434-435. Di riwayatkan dari Abu Kuraib, dari 

Abdullah bin Mubarok dari Hajāj dari Zuhry dari „Urwah dari Aisyah. Hadīs yang sama yaitu 

Hadīs No. 1881 namun dengan sannad yang berbeda. Diriwayakan dari Muhammad bin Abdul 

Malik ibn Abi Syawarib dari Abu „Awanah dari Abu Ishaq al-Hamdany dari Abu burdah dari Abu 

Musa. 
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17
 

Terkait dengan hak ijbār ini, para fuqaha’ terjadi ikhtilaf dalam 

kebolehan hak ijbār untuk dilakukan, dikarenakan perbedaan dalam 

memahami nash al-Qur‟an di atas. Misalnya pendapat Imām asy-Syāfi‟ī 

sendiri yang masih memberlakukan hak ijbār, karena beliau mengqiyaskan 

dengan tindakan nabi SAW ketika menikahi Aisyah binti Abu Bakar. Pada 

dasarnya hak ijbār ini boleh diberlakukan asalkan tidak merugikan si anak, 

sebagaimana kaidah fiqhiyah: 

18

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebijakan pemimpin harus di 

dasarkan atas kemaslahatan rakyatnya artinya jika kebijakan seorang 

pemimpin itu merugikan rakyat bahkan bisa bertentangan dengan syari‟at 

Islam maka rakyat boleh menolak atau tidak mentaatinya (menentang). 

Begitu juga dengan kebijakan wali terhadap anak perempuannya, jika anak 

tersebut akan menikah maka wali tidak boleh menghalangi, meskipun wali 

juga mempunyai peran dalam pernikahan. Jika wali mempunyai kehendak 

lain (mempunyai pilihan lain untuk anaknya), maka kehendaknya tersebut 

                                                           
17

 Al-Baqarah (2): 232. 

 
18

 Asy-suyuti, Al-Asybah  Wa Nadzāir fi qawā’id wa furū’ fiqh asy-syāfi’iyah, (Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983),  hlm. 121. 
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juga harus didasarkan atas kemaslahatan anaknya artinya anak tidak dirugikan 

oleh kehendak wali. Selain kaidah di atas, kaidah lain menyebutkan: 

19 

20

Sebagaimana kaidah di atas bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. 

Kaitannya dengan hak ijbār wali dalam nikah adalah maka wali tidak boleh 

memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya jika itu merugikan anak,  

kecuali jika paksaan tersebut dengan tujuan memaslahatkan anaknya itu dan 

anak tidak menolak pilihan walinya itu. 

Mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut mazhab Syāfi‟ī, tidak 

bisa dipungkiri bahwa pemikiran beliau sedikit banyak tentu akan 

mempengaruhi pola pikir pengikutnya, bisa jadi pemikiran-pemikiran beliau 

diterapkan secara totalitas oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks ke 

Indonesiaan latar belakang situasi dan kondisinya jelas berbeda dengan 

konteks arab waktu itu. Melihat fenomena di atas, penyusun merasa tertarik 

untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait pemikiran dan argumen 

Imām asy-Syāfi‟ī tentang ijbār wali dalam pernikahan dan bagaimana 

Relevansi pemikiran beliau tentang hak ijbār wali dalam pernikahan dengan 

Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia, dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan yang sesuai dengan Maqāsid asy-Syarīah 

                                                           
19

 Asy-suyuti, Al-Asybah  Wa Nadzāir fi qawā’id wa furū’ fiqh asy-syāfi’iyah, hlm. 83. 

 
20

 Ibid., hlm. 87. 
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sekaligus melihat bagaimana jika hak ijbār tersebut diterapkan dalam konteks 

ke-Indonesia-an. 

Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, tanpa wali 

pernikahan dianggap tidak sah karena merupakan rukun nikah, akan tetapi 

wali di sini berarti tidak semerta-merta mempunyai hak mutlaq kepada anak, 

melainkan sebagai aspek pertimbangan semata untuk mengantisipasi hal-hal 

yang tidak diinginkan
21

 nantinya. 

 

B. Pokok Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka yang 

menjadi pokok masalah adalah : 

1. Bagaimana pemikiran dan argumen Imām asy-Syāfi‟ī tentang hak ijbār 

wali dalam pernikahan? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Imām asy-Syāfi‟ī tentang hak ijbār wali 

dengan Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka penelitian 

ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui pemikiran dan argumen Imām asy-Syāfi‟ī tentang 

hak ijbār wali dalam pernikahan. 

                                                           
21

 Suami istri tidak mengetahui tanggung jawab masing-masing sebagai suami-istri 

sehingga dalam rumah tangga sering terjadi percekcokan yang bisa memicu perceraian. Selain itu 

dalam rumah tangga tanpa ada rasa saling mencintai, karena pada awalnya pasangan rumah tangga 

dijodohkan oleh orang orang tua. 
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b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Imām asy-Syāfi‟ī tentang hak 

ijbār wali dengan Perundang-undangan Perkawinan Islam di 

Indonesia. 

2. Adapun kegunaan daripada penelitian pustaka ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara akademis : dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

bahan bacaan dan referensi bagi civitas akademika khususnya, serta 

dapat memberikan kontribusi bagi pihak Universitas dalam rangka 

menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

hukum Islam. 

b. Secara praktis : dari penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan kontribusi bagi penyusun khususnya serta masyarakat 

umumnya terhadap pentingnya peran wali dalam pernikahan, 

sehingga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, ada 

beberapa sejumlah karya tulis terkait yang membahas tentang hak ijbār wali 

dalam pernikahan, hal ini sangat penting karena bisa mendukung serta 

menyatakan bahwa penelitian yang penyusun lakukan kali ini bukan 

merupakan penjiplaan atau plagiasi melainkan karya tulis ilmiah murni yang 

penyusun lakukan sendiri. 

Karya tulis yang membahas tentang hak ijbār wali dalam pernikahan 

diantaranya adalah skripsi Khotimatul Husna yang berjudul “Relevansi Hak 

ijbār Wali Dalam Pandangan asy-Syāfi’ī dengan Hak Perempuan Dalam 
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Memilih Pasangan”.
22

 Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa seorang 

perempuan tidak punya kebebasan dalam memilih pasangan karena sangat 

dibatasi. Sehingga hal tersebut sangat memarginalkan perempuan serta 

membatasi kekuasaan dalam bertindak. 

Niswatul Imamah dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Ibn 

Taimiyah Tentang Hak Ijbār Wali Nikah”.
23

 memberikan kontribusi 

pemikirannya yang menitik beratkan pada ada tidaknya hak ijbār tersebut, 

maksudnya bahwa  dalam hal memilih pasangan merupakan hak seorang 

yang ingin menghadapi atau melaksanakan rumah tangga yakni calon 

mempelai, sedangkan wali hanyalah sebagai faktor pertimbangan semata. 

 Ach. Faozan Hakim dalam skripsinya yang berjudul “Hak Ijbār Wali 

Terhadap Wanita Dalam Perkawinan (Studi Komparasi pandangan Imām 

asy-Syāfi’ī dan Imam Malik)”
24

 memberikan kesimpulan bahwa dalam 

masalah hak ijbār tersebut status wanita itu dipengaruhi oleh „illat yaitu gadis 

(bikr) adalah wanita yang belum pernah berhubungan seksual dan masih tetap 

dalam kegadisannya. Disamping itu, wanita yang telah hilang kegadisannya 

karena efek haid, kecelakaan, pembawaan sejak lahir maupun wanita yang 

                                                           
22

 Khotimatul Husna, “Relevansi Hak Ijbār Wali Dalam Pandangan asy-Syāfi’ī Dengan 

Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000).  

 
23

 Niswatul Imamah, Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Hak Ijbār Wali Nikah, Skripsi 

tidak diterbitkan Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003). 

 
24

 Ach. Faozan Hakim,  Hak Ijbār Wali Terhadap Wanita Dalam Perkawinan (Studi 

Komparasi pandangan Imām asy-Syāfi’ī dan Imam Malik), Skripsi tidak diterbitkan Fakultas 

Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004). 
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bercerai dengan suaminya baik karena talaq maupun cerai mati sebelum 

berhubungan. 

Skripsi lain adalah “Ayat-Ayat Tentang Hak Ijbār Wali (Studi Dari 

Perspektif Teori Hermeneutik Rahman)” yang disusun oleh Maufur.
25

 Ia 

menyimpulkan dalam skripsinya bahwa al-Qur‟an tidak mengenal hak ijbār, 

sebaliknya al-Qur‟an memandang bahwa perkawinan adalah ikatan yang 

kokoh (Misāqan Galīza). Selain itu jika hak ijbār diterapkan di Indonesia, 

maka hal ini tidak relevan mengingat sosio-kultural masyarakatnya berbeda 

dengan  masyarakat arab.  

Skripsi Aan Mustafa yang berjudul “Adal Sebagai Alasan 

Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan (Studi Atas Pandangan 

Imām asy-Syāfi’ī)”.
26

 menyimpulakan bahwa „adal (keengganan) tidak boleh 

berpengaruh terhadap penolakan untuk menikahkan seorang di bawah 

perwaliannya dalam masalah apapun misalnya masalah mahar, karena mahar 

tersebut adalah hak si calon mempelai. Jika orang tua menginginkan mahar 

yang lebih besar kepada calon mempelai pria, maka hal tersebut tidak bisa 

diterima, karena bukan merupakan haknya. 

 M. Rizqa Hidayat dengan skripsinya yang berjudul “Hak Ijbār Dalam 

Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 

                                                           
25

 Maufur, Ayat-Ayat Tentang Hak Ijbār Wali (Studi Dari Perspektif Teori Hermeneutik 

Rahman) Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004). 

 
26

 Aan Mustafa, Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali Dalam Pernikahan 

(Studi Atas Pandangan Imām asy-Syāfi’ī) Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari‟ah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, (2007). 
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Tahun 1974”.
27

 Bahwa dalam kesimpulan skripsinya hukum Islam masih 

mengakui adanya hak ijbār dan membaginya menjadi dua bagian besar, yakni 

Imām asy-Syāfi‟ī dan Imam Abū Hanifah. Dalam kelompok pertama hak 

ijbār berlaku secara mutlaq kepada anak gadis, belum dewasa, gadis dewasa 

maupun janda. Sedangkan kelompok kedua hanya berlaku untuk gadis yang 

belum dewasa dan orang gila. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan pada prinsipnya tidak mengenal adanya hak ijbār. 

Dari sini jelaslah bahwa skripsi tersebut hanyalah membangdingkan dan 

mendeskripsikan konsep hak ijbār. 

Naily Mahfuzoh dalam skripsinya yang berjudul “Hak ijbār Bagi Ibu 

Sepeninggal Ayah”.
28

 Dalam skripsinya menjelaskan tentang boleh tidaknya 

hak perwalian bagi ibu, sedikit banyak dalam skripsi tersebut juga 

menyinggung pemikiran Imām asy-Syāfi‟ī, pendapat mengenai hak ijbār 

tersebut belum menyeluruh sehingga perlu kajian yang lebih mendalam lagi. 

Dalam kesimpulan akhir bahwa konsep hak ijbār atau perwalian boleh di 

lebarkan kepada ibu artinya ketika ayah telah tiada maka hak ijbār bisa 

beralih pada ibu, alasannya antara keduannya memiliki hak serta tanggung 

jawab yang sama terhadap anak mereka, bahkan ibu memiliki kedekatan 

emosional yang lebih di banding ayah. 

                                                           
27

 M. Rizqa Hidayat, Hak Ijbār Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam(Fiqh) dan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010). 

 
28

 Naily Mahfuzoh, Hak Ijbār Bagi Ibu Sepeninggal Ayah. Skripsi tidak diterbitkan 

Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003). 
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Skripsi lain adalah “Hak Ijbār Wali dalam Pandangan Imām asy-

Syāfi’ī Perspektif Gender” yang di lakukan oleh M. Aenur Rosyid dari UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang.
29

 Dalam skripsinya menjelaskan bahwa 

Imām asy-Syāfi‟ī memberlakukan hak ijbār kepada tiga kelompok, pertama 

anak kecil belum dewasa, kedua anak gadis yang sudah dewasa, ketiga anak 

perempuan yang sudah janda. Akan tetapi pemberlakuan terhadap anak gadis 

dan janda, menurut pendapat aktifis gender tidak mencerminkan keadilan 

gender artinya hal tersebut di tentang oleh para aktifis gender. Menurutnya 

yang menjadi landasan hak ijbār Imām asy-Syāfi‟ī tidak mengisyaratkan 

kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan secara mutlaq dalam segala hal 

termasuk mengurusi urusan publik yakni dalam memilih pasangan. Namun 

kepemimpinan yang di maksud adalah mencari nafkah atau memberi mahar. 

Dari seluruh penelitian-penelitian di atas, ada dua penelitian yang 

paling dan sangat substantif yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khotimatul 

Husna yang berjudul “Relevansi Hak Ijbār Wali Dalam Pandangan asy-

Syāfi’ī dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan” dan penelitian 

yang dilakukan oleh M. Rizqa Hidayat yang berjudul “Hak Ijbār Dalam 

Perkawinan Perspektif Hukum Islam(Fiqh) dan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974”. Memang keseluruan penelitian di atas tersebut membahas 

tentang hak ijbār wali dalam pernikahan. Namun, yang menekankan pada 

pemikiran Imām asy-Syāfi‟ī tentang hak ijbār wali dalam pernikahan hanya 

                                                           
29

 M. Aenur Rosyid, Hak Ijbār Wali dalam Pandangan Imam Syāfi'i Perspektif Gender, 

Skripsi Fakultas Syari‟ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2011). http://lib.uin-

malang.ac.id/thesis/chapter_v/06210039-m-aenur-rosyid. pdf, di akses pada hari Sabtu, 18 

Februari 2012. 
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penelitian yang dilakukan oleh Khotimatul Husna dan M. Rizqa Hidayat itu 

pun belum dilengkapi relevansinya dengan Perundang-undangan Perkawinan 

Islam di Indonesia hanya sebatas mendeskripsikan dan skripsi di atas hanya 

membatasi pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan saja,  

sehingga dirasa masih kurang komprehensif, dan penelitian yang penyusun 

lakukan kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya karena tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

saja melainkan juga peraturan Perundang-undangan Perkawinan Islam 

lainnya yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penyusun 

ingin meneliti lebih lanjut tidak hanya sekedar tentang pemikirannya saja 

namun juga bagaimana argumen yang digunakan Imām asy-Syāfi‟ī dan 

relevansinya dengan Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia. 

Sehingga diharapkan dalam penelitian kali ini mampu memberikan 

wacana baru yang belum tercover dalam penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya,  dan penelitian ini dirasa sangat perlu untuk dilakukan untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang pemikiran beliau secara komprehensip. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam pandangan Islam, pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan 

sunnah Rasul.
30

 Sunnah Allah berarti menurut qudrah dan iradah Allah dalam 

penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah 

ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Perkawinan 

                                                           
30

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, ed. 1 cet. ke-3, (Jakarta:Kencana, 2010), 

hlm. 76. 
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merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera 

melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik 

dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Nabi SAW 

menganjurkan kepada umatnya yang berkeinginan untuk menikah, tetapi 

belum mempunyai persiapan baik fisik maupun non fisik dianjurkan untuk 

berpuasa.
31

 Sebagaimana hadīs nabi: 

ٕٔٔ

ٕ32 

Dalam realita pernikahan mudah di laksanakan, namun dalam 

mempertahankan keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan, sehingga 

dalam perkawinan membutuhkan prinsip-prinsip yang harus di capai 

diantaranya adalah
33

 (1) musyawarah dan demokrasi, (2) menciptakan rasa 

aman dan tenteram dalam kehidupan keluarga, (3) menghindari kekerasan, (4) 

patnership, (5) keadilan. Selain itu, akad pernikahan bisa dilangsungkan 

                                                           
31

 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 7. 

 
32

 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi‟ah, 2008), Kitab an-

Nikah, Bab “ man Lam Yastati‟ al-Ba‟ah Fa al-Yasum, Hadīs No. 5066. III:422. Imam Muslim, 

Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi‟ah, 2008), Hadīs No.1400 II:327. Abu Daud, Sunan 

Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), bab tahridlu „ala nikah, Hadīs No. 2046. II:178. Imam 

Tirmizi, Sunan Tirmizi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi‟ah, 2000), Kitab an-Nikah, Bab “ Ma Ja‟a fi 

Fadli at-Tazwijii wa al-Hassi „Alaihi, Hadīs No. 1081. II:170. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi‟ah, 2009), Kitab an-Nikah, Bab “ Ma Ja‟a fi Fadli Nikah” Hadīs No. 

1845, di riwayatkan dari Abdullah ibn Umar dari Ali ibn Mushir dari A‟massy dari Ibrahim dari 

Alqomah ibn Qois, II: 414-415. 

 
33

 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2004), hlm. 56. 
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ketika sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Salah satu diantaranya adalah 

wali nikah bagi mempelai perempuan.
34

 Sebagaimana hadīs nabi: 

ٔٔ35
 

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan sesuai 

dengan bidang hukumnya. Perwalian dalam konteks hukum Islam terbagi ke 

dalam dua kategori yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian 

umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti 

Waliyatul Amri dalam arti Gubernur dan sebagainya. Sedang perwalian 

khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang.
36

 Wali dalam 

perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan 

dalam suatu akad nikah.
37

 

Terkait dengan peran wali ini, wali harus meminta izin dari kerelaan 

perempuan yang akan dinikahkan bila perempuan itu masih perawan, namun 

bila perempuan itu sudah janda, tidak cukup hanya minta izin, tetapi 

                                                           
34

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, hlm. 87. 

 
35

 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi‟ah, 2009), Hadīs No. 

1879, II:434. Matan hadis sedikit berbeda dalam redaksinya tapi substansinya sama  ٔٔ

 . Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Bab 

“fi al wali” Hadīs No.2083, II:192.  Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Bab 

“Ma Ja‟a la Nikaha Ila bi Waliyin” Hadīs No.1104, II:352. Di riwayatkan dari Ibnu abi Umar dari 

Sufyan bin Uyainah dari ibn Juraij dari Sulaiman dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah. 

 
36

 http://elfalasy88.wordpress.com/2010/11/30/wali-dalam-nikah/di akses pada hari 

Sabtu, 18 Feb 2012. 

 
37

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, hlm.87. 

 

http://elfalasy88.wordpress.com/2010/11/30/wali-dalam-nikah/di
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perempuan itu sendiri yang minta untuk dinikahkan.
38

 Sebagaimana hadīs 

nabi: 

ٔٔ

39 

Berbicara masalah hak ijbār tentu hal ini tidak bisa dipisahkan dengan 

peran wali dalam sebuah perkawinan. Tanpa wali maka pernikahan dianggap 

tidak ada
40

 karena merupakan bagian dari rukun yang harus dipenuhi.
41

 

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hak ijbār adalah suatu paksaan yang 

dilakukan orang tua terhadap anak perempuannya untuk menikah tanpa 

dimintai persetujuan lebih dahulu, sehingga hal ini akan menimbulkan akibat 

yang tidak baik bagi anak bisa jadi akan berpengaruh terhadap keluarga dan 

rumah tangga nantinya jika hal ini tidak dihindari dari mulai masa pemilihan 

jodoh, bisa jadi si calon mempelai tidak ada rasa saling mencintai. 

Diantara paksaan-paksaan tersebut, wali mempunyai tujuan yang baik 

yaitu atas dasar kemaslahatan anaknya tentu semua orang tua menginginkan 

                                                           
38

 Ibid, hlm. 95. 

 
39

 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi‟ah, 2008), III: 444. Bab “ 

La Yunkihu al-Ab Wa Gairuhu al-Bikr Wa as-Sayyib Illa Biridaha” di riwayatkan dari Mu‟ad bin 

Fadalah dari Hisyam dari Yahya dari abi Salamah dari abi Hurairah. Imam Muslim, Shahih 

Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi‟ah, 2008), II: 341 Hadīs No.1419. Abu Daud, Sunan Abu 

Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), II:195. Bab “fi al Isti‟mari” Hadīs No. 2092. 

 
40

 Imam Syafi‟i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Al Umm. Alih bahasa 

Amiruddin, Edy Fr. Titi Tartilah. cet. ke-2 (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006) hlm. 235. 

 
41

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 19. 
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yang terbaik buat anaknya, akan tetapi jika hal ini akan merugikan si anak, 

maka hak ijbār tidak boleh dilakukan. 

F. Metode Penelitian 

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang 

telah diungkapkan di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library research) 

yaitu suatu penelitian tunggal yang mempergunakan perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitian hukum normatif.
42

 Dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama 

menyangkut tentang hak ijbār wali. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat Diskriptif-Analitis, dalam pengertian 

penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak ijbār kususnya dari 

pemikiran dan argumen Imām asy-Syāfi‟ī, kemudian dianalisis dengan 

meng-kontekstualisasi-kan dengan Perundang-undangan Perkawinan 

Islam di Indonesia. 

3. Sumber dan pengumpulan data 

Penelitian ini merupakan library research sehingga sumber 

datanya adalah karya-karya ulama‟ fiqh, yang salah satunya akan 

                                                           
42

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

hlm. 50. 
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dijadikan sebagai sumber utama (primer)
43

 yaitu, kitab al-Umm karya 

Imām asy-Syāfi‟ī, Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia 

di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kajian-kajian yang 

membahas tentang hak ijbār sebagai tambahan, serta mengumpulkan data 

dari segi kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian dengan tema terkait, 

mengklarifikasi dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok 

permasalahan yang ada sebagai data sekunder.
44

 

4. Pendekatan masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Normatif-Yuridis. 

a. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang dari 

legal formalnya/ normatifnya. Legal formal maksudnya adalah 

hubungannya dengan halal dan haram, boleh dan tidak boleh, sah 

dan tidak sah dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh 

ajaran yang terkandung di dalam nash.
45

 Pendekatan tersebut 

digunakan untuk memahami dan menggali lebih jauh tentang hak 

                                                           
43

 Primer berarti bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau 

mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan 

(idea). lihat Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

hlm. 51. 

 
44

 Data yang diperoleh dari sumber kedua atausumber sekunder dari data yang kita 

butuhkan. Lihat buku Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif,  ed. 1 cet. ke-5, (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 122. 

 
45

 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam. (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2009), hlm. 197. 
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ijbār dalam perkawinan dengan di dasarkan pada norma-norma 

hukum yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi‟ī. 

b. Yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran Perundang-

undangan.
46

 Sekaligus bagaimana relevansinya dengan pandangan 

Imām asy-Syāfi‟ī tentang hak ijbār wali dalam pernikahan. 

5. Analisis data 

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun 

menggunakan metode induksi yakni sebagai penarikan kesimpulan dari 

yang bersifat khusus kemudian dianalisis menjadi kesimpulan yang 

bersifat umum. Maka dengan analisis ini, diharapkan permasalahan 

tentang hak ijbār wali bisa menjawab perkembangan zaman artinya 

bagaimana ketika fenomena ini diterapkan di Indonesia padahal sudah 

ada hukum yang mengaturnya sendiri. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan dalam 

pembahasan, maka sistematika pembahasan yang penyusun gunakan dalam 

pembahasan skripsi nanti ada lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan signifikansi 

penelitian sebagai komponen dasar munculnya ide awal dalam penelitian ini 

yang dimuat dalam latar belakang masalah. Kemudian dilanjutkan dengan 

pokok masalah penelitian yang muncul dari pemaparan latar belakang yang 

dijadikan sebagai bahasan pokok dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan 

                                                           
46

 Ibid.,  hlm. 198. 
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tujuan dan kegunaan penelitian yang mana hal ini sangat membantu dalam 

rangka memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya 

telaah pustaka yang digunakan sebagai tolok ukur sekaligus resensi dan 

referensi dalam menguraikan pembahasan dalam penelitian. Selain itu, telaah 

pustaka ini bisa mendukung keorisinilan daripada penelitian ini. Sementara 

untuk mengarahkan pembahasan, dipaparkan kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini 

mudah dipahami. 

Pada bab dua memuat tinjauan umum tentang hak ijbār wali dalam 

pernikahan dalam berbagai literatur fiqh. Dalam bab ini  meliputi pengertian 

hak ijbār, dasar hukum, hak ijbār menurut ulama‟ fiqh dan menurut konsep 

Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini penting untuk 

memberikan deskripsi yang jelas sebagai gambaran awal, sehingga pada 

pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai pemikiran 

Imām asy-Syāfi‟ī tentang hak ijbār wali dalam pernikahan. 

Pada bab tiga akan dibahas mengenai biografi Imām asy-Syāfi‟ī, latar 

belakang pemikirannya, karya-karya Imām asy-Syāfi‟ī dan pemikirannya 

tentang hak ijbār. 

Pada bab empat berisi tentang analisis terhadap pemikiran dan 

argumen Imām asy-Syāfi‟ī mengenai hak ijbār wali dalam pernikahan dan 

relevansinya dengan Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia 

sebagai pembahasan pokok dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat 

memberikan jawaban dari permasalahan yang ada. 
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Selanjutnya bab kelima berisi kesimpulan dari apa yang dibahas 

dalam penelitian ini dan saran-saran yang sekaligus sebagai bab penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari deskripsi dan analisis yang telah penyusun paparkan pada bab-

bab sebelumnya terkait dengan masalah hak ijbār wali dalam pernikahan 

menurut Imām asy-Syāfi’ī serta bagaimana relevansinya dengan Perundang-

undangan Perkawinan Islam Indonesia, maka penyusun dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut pandangan Imām asy-Syāfi’ī tentang hak ijbār wali dalam 

pernikahan bahwa orang tua (ayah dan kakek) berhak memaksa (punya 

ijbār) terhadap anak perempuannya atau orang yang di bawah 

perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta 

persetujuannya lebih dahulu. Jadi beliau memberlakukan secara tegas hak 

ijbār ini kepada gadis belum dewasa maupun gadis dewasa. Sedangkan 

perkawinan janda, maka harus ada izin tegas dari yang bersangkutan 

(janda) tersebut. alasannya untuk gadis belum dewasa adalah tindakan 

nabi saat menikahi Aisyah dan pilihan ayah lebih maslahah serta tidak 

merugikan anaknya. Adapun alasan untuk gadis dewasa dengan 

memahami mafhum mukhalafah dari hadis nabi bahwasanya bapak lebih 

berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Menurut Imām 

asy-Syāfi’ī, izin gadis dewasa bukan lagi suatu keharusan tetapi hanya 

sekedar pilihan (khiyar). Imām asy-Syāfi’ī menilai meminta persetujuan 

seorang gadis bukan perintah wajib. Sedangkan alasan untuk perkawinan 
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janda adalah kasus al-khansa’ yaitu Perkawinan yang di tolak nabi ketika 

di kawinkan oleh walinya dengan seorang yang tidak disenangi dan tidak 

dimintai persetujuannya lebih dahulu. Sedangkan wanita yang hilang 

keperawanannya baik dengan jalan pernikahan yang sah, batal atau zina 

baik wanita itu belum dewasa maupun sudah dewasa sedangkan dia itu 

janda, maka wali tidak boleh mengawinkannya selain dengan izinnya, 

dan tidak boleh bagi bapak mengawinkannya, apabila wanita itu sudah 

janda (diceraikan suaminya) meskipun dia belum dewasa. Ijbār ini di 

lakukan karena bentuk perhatian dan rasa kasih sayang yang mendalam 

serta rasa tanggung jawabnya orang tua (ayah) terhadap masa depan 

anaknya. 

2. Dalam Perundang-undangan Perkawinan Islam di Indonesia baik dalam 

bentuk Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun 

dalam bentuk inpres yang tertuang dalam KHI, bahwasanya tidak 

mengakui adanya pemberlakuan hak ijbār. Hal ini terlihat jelas dalam 

ketentuan pasal 16 ayat 1 KHI dan pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan calon mempelai. Selain  itu, jika hak ijbār diterapkan di 

Indonesia, maka hal ini tidak relevan lagi mengingat sosio-kultural 

masyarakat Indonesia yang berbeda dengan  sosio-kultural masyarakat 

arab pada waktu itu atau dalam konteks zaman dimana Imām asy-Syāfi’ī 

masih hidup. Karena Menurut Perundang-undangan Indonesia, seseorang 

telah dianggap dewasa ketika umurnya minimal mencapai 16 (enam 
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belas) tahun bagi perempuan, dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-

laki seseorang baru bisa atau boleh melangsungkan perkawinan. Selain 

itu jika belum mencapai umur 21 tahun maka harus ada izin dari orang 

tua. Sedangkan menurut Imām asy-Syāfi’ī ukuran seorang belum dewasa 

batasan umurnya adalah 15 tahun atau belum keluar darah haid. Maka 

relevansi dan kontekstualisasinya dari kedua pendapat di atas adalah 

untuk kebaikan dan maslahah kehidupan rumah tangganya, menghindari 

unsur-unsur yang bisa memicu pada ketidak-harmonisan rumah tangga 

yang akhirnya memicu terhadap perceraian. 

 

B. Saran-Saran 

1. Untuk Pemerintah kita 

a. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa fungsi hukum adalah 

sebagai kontrol sosial, sehingga hukum itu harus di tegakkan, tanpa 

melihat strata sosial masyarakat. Terkadang kita berfikir kalau 

hukum diterapkan pilih kasih artinya bahwa hukum memihak pada 

kaum bangsawan sebagaimana pepatah lamanya “ yang kaya 

berkuasa yang miskin makin sengsara”. 

b. Undang-undang Perkawinan harus dipertegas, agar kepastian hukum 

bisa terjamin. Misalnya masalah poligami. Dalam ketentuan 

Undang-undang pada dasarnya perkawinan mempunyai asas 

monogami, akan tetapi dalam ketentuan pasal lain kenapa di 

bolehkan untuk poligami, meskipun hal ini pengecualian. Kecuali 

keadaan memang sangat dan sangat mengharuskan untuk melakukan 
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poligami. Karena menurut penyusun hal itu salah satu celah yang 

bisa di manfaatkan seseorang dalam justifikasi golongan yang 

mengatasnamakan agama. 

2. Terkait masalah hak ijbār masih banyak  yang harus dikaji lebih 

mendalam, tentunya peluang masih terbuka lebar dalam melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya. Jangan hanya berhenti terhadap satu 

pemikiran tokoh saja (Imām asy-Syāfi’ī). Namun dalam hal ini Imām 

Abū Hanīfah mungkin pemikirannya agak sedikit berbeda dengan para 

Imām mazhab lainnya terkait masalah ijbār. Oleh karena itu, mungkin 

bisa dijadikan sebagai penelitian selanjutnya sekaligus 

mengkontekstualisasikan dengan Perundang-undangan Perkawinan Islam 

di Indonesia dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini. 

3. Untuk masyarakat Indonesia hendaknya menghindari tradisi perjodohan, 

di kawatirkan dengan perjodohan tersebut anak tidak rela dan tidak ada 

rasa saling mencintai antar pasangan sehingga menimbulkan dampak 

negatif bagi keluarga khususnya dan masyarakat umumnya (bahan 

pembicaraan orang lain). 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Terjemahan Bahasa Asing (Arab) 
 

No. Hlm. F.N. TERJEMAHAN 

   BAB I 

1.  1 2 

(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan 

bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-

pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- 

pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang 

biak dengan jalan itu. 

2.  3 10 

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebeasarn Allah) bagi kaum yang berfikir. 

3.  4 13 Perbuatan halal yang di benci Allah adalah talaq. 

4.  5 16 Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. 

5.  6 17 

Dan apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, lalu 

habis masa „iddahnya, Maka janganlah kamu (para 

wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di 

antara mereka dengan cara yang baik (ma'ruf). 

6.  6 18 
Tindakan pemimpin terhadap rakyat bergantung 

pada kemaslahatan. 

7.  7 19 Bahaya itu harus dihilangkan. 

8.  7 20 
Menolak kemafsadatan diutamakan daripada 

mengambil kemaslahatan. 

9.  15 32 

Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu 

(sanggup) memikul beban pernikahan maka 

hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah 

itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga 

kesucian. Siapa yang belum mampu hendaklah 

berpuasa, karena puasa itu baginya akan 

mengekang syahwat dan dosa. 

10.  16 35 
Siapa saja diantara wanita yang menikah tanpa izin 

walinya, maka pernikahannya bathal. 

11.  17 39 

Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diajak 

berunding, dan gadis sebelum dimintai 

persetujuannya, mereka bertanya:” wahai 

rasulullah, bagaimana izinnya, jawabnya. 

“diamnya”. 
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   BAB II 

12.  26 10 

Dan apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, lalu 

habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para 

wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di 

antara mereka dengan cara yang baik (ma'ruf). 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang 

beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 

akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan 

Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak 

mengetahui. 

13.  27 15 

Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih 

membujang diantara kamu, dan juga orang-orang 

yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu 

yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan 

karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui. 

14.  28 16 

Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diajak 

berunding, dan gadis sebelum dimintai 

persetujuannya, mereka bertanya:” wahai 

Rasulullah, bagaimana izinnya, jawabnya. 

“diamnya”. 

15.  29 18 

Dari aisyah ra berkata‟ dikawini saya oleh 

rasulullah saw dan saya berusia 6 (enam) atau 7 

(tujuh) tahun dan beliau serumah dengan saya 

ketika saya berumur 9 (sembilan) tahun. 

16.  29 19 

Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya 

daripada walinya, dan perawan dimintai pendapat 

tentang dirinya dan izinnya adalah diamnya. 

   BAB III 

17.  54 27 
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), 

supaya kamu diberi rahmat. 

18.  54 28 

Katakanlah (Muhammad): "Ta'atilah Allah dan 

Rasul-Nya,  jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa 

Allah tidak menyukai orang-orang kafir". 

19.  59 39 

Kemudian jika kamu berbeda Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (Sunnahnya). 

20.  69 61 

Karena itu ma'afkanlah mereka dan  mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu. 

   BAB IV 

21.  75 5 
Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu. 
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BIOGRAFI ULAMA’ 
 

1. Husein Muhammad 
Husein Muhammad adalah putra pasangan Nyai Ummu Salma 

Shathori dan KH Muhammad Asyrofuddin. Beliau lahir di Cirebon pada 

tanggal 9 Mei 1953. Sejak muda Husein Muhammad memang seorang yang 

akrab dengan dunia pengetahuan. Setelah selesai pendidikan di Pondok 

Lirboyo 1973, ia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur‟an (PTIQ) 

Husein Muhammad memperoleh gelar sarjana tahun 1980. Pada tahun yang 

sama beliau berangkat ke Kairo untuk mempelajari ilmu tafsir al Qur‟an. 

Beliau juga aktif di berbagai organisasi. Selain itu juga aktif menulis dan 

mempelopori majalah dinding di kampus, dengan berbekal pengetahuan 

jurnalistik yang dia peroleh dari pendidikan jurnalistik bersama Mustofa 

Hilmy, seorang yang pernah menjadi redaktur Tempo. Semua aktifitas selama 

masa kuliah menunjukkan bahwa Husein Muhammad memang orang yang 

tidak mau membuang waktunya sia-sia yang selalu ingin mengisi waktunya 

dengan mengkaji berbagai pengetahuan. 

 

2. Imām Bukhāri 
Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Hasan 

Isma‟il ibn Al-Mughirah Al-Bardizah Al Jafiy Al-Bukhari. Beliau lahir pada 

tahun 194 di Bukhara. Imām Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur. 

Imām Bukhari dididik dalam keluarga ulama‟ yang taat beragama. Diantara 

gurunya adalah Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di 

Bukhara, Ali bin Al Madini, Ahmad bin Hanbali, Yahya bin Ma‟in, 

Muhammad bin Yusuf Al Faryabi, Maki bin Ibrahim Al Bakhi, Muhammad 

bin Yusuf al Baykandi dan Ibnu Rahwahih. Karya beliau yang terkenal adalah 

Al-Jami' ash-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari. 

 

3. Imām Abū Hanîfah 
Nama asli beliau adalah Nu‟man bin Tsabit ibn Zutha at-Taimy. 

Beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M. Beliau menjalani hidup di dua 

lingkungan sosio-politik yaitu akhir masa Dinasti Umayyah dan awal Dinasti 

Abbasiyah. Abū Hanîfah dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanafi. Beliau 

menekuni ilmu fikih di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat 

pertemuan para ulama‟ fiqih yang cenderung rasional. Selain ilmu fiqih beliau 

juga menekuni ilmu hadits sebagai nilai tambah dari apa yang di peroleh di 

Kuffah. Imām Abū Hanîfah wafat di Bagdad tahun 150 H/767 M. 

 

4. Imām Mālik bin Anas 
Imām Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat 

serangkai dalam Islam dari segi umur. Nama asli beliau adalah Abū Abdilah 

Malik ibn Anas bin Malik bin Abu Amir ibn al-Harits. Beliau lahir di kota 

Madinah suatu daerah di negeri Hijaz pada tahun 93 H. Beliau seorang yang 

berbudi mulia, dengan pikiran cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan 

kebenaran yang di yakininya. Beliau belajar ilmu Al-Qur‟an dan Hadits. 
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Diantara gurunya adalah imam Abd. Rahman ibn Hurmuz seorang ulama 

besar di Madinah, selain itu Rabi‟ah Ar-Ra‟yi, imam Nafi„ Maula ibn Umar 

dll. Karya terbesar beliau adalah Kitab Al-Muwatha’. Imām Malik wafat pada 

tahun 179 H/798 M. Jenazah beliau dimakamkan di Baqi‟ Madinah. 

 

5. Imām asy-Syāfi’ī 
Nama lengkap Imām asy-Syāfi‟ī adalah Abu Abdillah Muhammad ibn 

Idris ibn Abbas ibn Syāfi‟ī ibn Saib ibn „Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn 

Abd Al-Muthalib ibn Abd Al-Manaf ibn Qushay Al-Quraisy. Beliau lahir di 

Ghazzah pada tahun 150 H/767 M. Imām asy-Syāfi‟ī adalah sosok ulama‟ 

yang tak pernah puas dalam menuntut ilmu. Atas kegigihannya dalam 

menuntut ilmu, beliau secara resmi mendirikan mazhab sendiri yang di sebut 

dengan mazhab Syāfi‟ī, dengan memperkenalkan qaul qadīm dan qaul 

jadīdnya. Mazhabnya tersebar ke berbagai penjuru dunia Islam termasuk 

Indonesia. Di antara karya terbesar beliau adalah Kitab al-Umm dan ar-

Risālah. Dari karyanya tersebut, membawa kemasyhuran nama beliau. Imām 

asy-Syāfi‟ī wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 28 Juni 819 M. 

 

6. Imām Ahmad bin Hanbal 
Imām Ahmad ibn Hanbal di kenal sebagai pendiri Mazhab Hanbali. 

Beliau lahir di kota Bagdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/ 780 M. 

Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn „Asad 

ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan asy-Syaibany. Beliau keturunan Bani 

Syaiban yakni salah satu kabilah yang berdomisili di semenandung Arabia. 

Mencari ilmu merupakan tujuan utamanya. Sehingga beliau menuntut ilmu 

dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan 

ahli hadits adalah Yahya bin Sa‟id al Qathan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid 

bin Harun, Sufyan bin Uyainah dan Abu Dawud ath-Thayalisi. Dari kalangan 

ahli fiqh adalah Waki‟ bin Jarah, Imām asy-Syāfi‟ī dan Abu Yusuf (sahabat 

Abu Hanifah ) dll. Imām Ahmad ibn Hanbal ahli dalam bidang hadits. Karya 

beliau di antaranya adalah al-Musnad yang berisi lebih dari 27 ribu hadits. 

Beliau wafat pada tahun 241 H/855 M pada usia 77 tahun. Beliau di 

makamkan di Bab Harb kota Bagdad. 

 

7. Khoiruddin Nasution 
Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan 

(sekarang kabupaten Mandailing Natal/ Madina) Sumatra Utara. Beliau 

adalah guru besar fakultas Syari‟ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu beliau juga sebagai Tenaga Pengajar 

Fakultas Hukum   UII. Adapun karya beliau di antaranya adalah: (1) Riba dan 

Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh. (2) Status 

Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan 

Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. (3) Fazlur Rahman Tentang 

Wanita. (4) Hukum Perkawinan I. (5) Tafsir-Tafsir Baru di Era Multikultural. 

(6) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan 

Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih, dll. 



V 
 

8. Masdar Farid Mas’udi 
Masdar Farid Mas‟udi lahir pada tanggal 18 September 1954 di 

Purwokerto Jawa Tengah. Masdar lahir dari ibunda Hj. Hasanah dengan 

Ayahandanya Mas‟udi bin Abdurrahman. Kiprah pemikirannya yang paling 

menonjol adalah dalam bidang pemikiran keagaman yang sering kali 

dianggap mengagetkan. Secara garis besar pemikiran Masdar ini dapat 

diidentifikasi dalam sebuah kerangka paradigmatik yang disebutnya Islam 

Pembebasan, Emansipatoris. Ketika masih mahasiswa beliau juga aktif di 

berbagai. Saat ini, kegiatan sehari-harinya selain sebagai Ketua Pengurus 

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga sebagai Direktur Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Anggota Dewan 

Etik ICW (Indonesian Corruption Wacth) dan Komisi Ombudsman Nasional 

(KON) serta membina pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran 

Mas, Cibadak, Sukabumi. 

 

9. Sayyid Sabiq 
Sayyid Sabiq dilahirkan pada tahun 1915 di Mesir. Ia merupakan 

salah seorang ulama‟ al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas 

Syari‟ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah 

diperbuat para ulama‟ al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-

menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah 

mingguan ‘al-Ikhwan al-Muslimun’. Sayyid Sabiq merupakan seorang yang 

menjadi contoh dalam pribadi dan akhlak. Beliau bukan sahaja berilmu, 

bahkan mempunyai budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga hubungan 

yang baik sesama manusia. Karya beliau yang terkenal adalah fiqih sunnah 

yang sekarang di jadikan referensi oleh para akademisi. Beliau wafat pada 

tahun 2000 M. 
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